BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran kepada
masyarakat di bidang pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil, maka berdasarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 06
September 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan
Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara
Kolektif dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
472.11/3647/SJ tanggal 19 September 2012 perihal
Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas
Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, perlu diadakan
penyempurnaan ketentuan sanksi administrasi

kependudukan;

b. bahwa hak atas identitas bagi anak merupakan hak yang
dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga
perlu dilakukan upaya untuk memberikan prioritas dan

kemudahan dalam pemenuhannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Kendal dipandang tidak
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu

disempurnakan dan diadakan perubahan;



Mengingat

. 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten

Kendal,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-
Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor
9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan
dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3850);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9  Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-



10.

11.

12.

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 32);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3474);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Pengesahan International Convention On The Elimination Of
All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,
13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



20.

21.

22.

23.

24.

1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5053);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

Induk Kependudukan secara Nasional,

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan  Pililhan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri A No.S8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di



33.

34.

35.

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2011 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 67);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72)
sebagaimana telah diubah dengan Perturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor
15 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 107);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
81);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012
tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor S Seri E No. 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Menetapkan

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL.



Pasal I

Ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a, dan huruf f
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2011 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 67) diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa
denda apabila melampaui batas waktu pelaporan

peristiwa penting sebagai berikut:

a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan
Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2);

b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1);

c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1);

d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1);

e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1);

f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1);

g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1);

h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 ayat (1);



i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 ayat (1);

j- perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (1);

k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan

Pasal 67 ayat (1); atau

l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 69 ayat (1).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut :
DENDA ADMINISTRASI
KETERLAMBATAN PELAPORAN
PERISTIWA PENTING WNI (Rp.) Orang
Asing (Rp.)

a. | Kelahiran

1. Kelahiran lebih dari 60 hari Gratis 100.000,00

sampai dengan 1 tahun;
2. Kelahiran lebih dari 1 tahun Gratis 100.000,00
sampai dengan 18 tahun

3. Kelahiran lebih dari 18 tahun | 50.000,00 | 200.000,00

4. Lahir mati Gratis 20.000,00
b. | Perkawinan 50.000,00 | 200.000,00
c. | Pembatalan perkawinan 25.000,00 | 50.000,00
d. | Perceraian 100.000,00 | 300.000,00
e. | Pembatalan perceraian 25.000,00 | 50.000,00
f. | Kematian Gratis 100.000,00
g. | Pengangkatan anak 50.000,00 | 100.000,00
h. | Pengakuan anak 75.000,00 | 250.000,00
i | Pengesahan anak 75.000,00 | 200.000,00
j- | Perubahan nama 25.000,00 | 100.000,00
k. | Perubahan status 100.000,00 | 250.000,00

kewarganegaraan di Indonesia
1. | Peristiwa penting lainnya 250.000,00 | 500.000,00




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI KENDAL,
Cap Ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013

NOMOR 5 SERI E NO. 5



L.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL

UMUM.

Hak atas identitas bagi anak merupakan hak anak yang dijamin oleh
Negara. Oleh karena itu setiap jenjang tingkat pemerintahan negara wajib
memberikan jaminan dan perlindungan atas pemenuhan hak tersebut .

Salah satu bentuk jaminan dan perlindungan hak atas identitas
tersebut adalah pengaturan administrasi kependudukan, yang di dalamnya
mengatur segala sesuatu yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan
hak identitas bagi anak melalui penerbitan akta kelahiran. Sehubungan
dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal telah memberlakukan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal.

Untuk meningkatkan pelayanan dan percepatan penyelesaian
penerbitan akta kelahiran kepada masyarakat di bidang pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri
telah menerbitkan Surat Edaran yaitu SEMA Nomor 06 Tahun 2012 tanggal
06 September 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang
Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif dan SE Menteri Dalam
Negeri Nomor 472.11/3647/SJ tanggal 19 September 2012 perihal
Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun
Secara Kolektif.

Searah dengan kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak atas
identitas, Negara melalui setiap jenjang tingkat pemerintahan diharapkan
dapat menciptakan kondisi yang menjamin terpenuhinya hak anak lainnya.
Dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak, daerah didorong agar mempunyai sistem
pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan
sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana
secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan
kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak melalui katagorisasi
Kabupaten Layak Anak/KLA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu peninjauan dan
penyempurnaan kembali ketentuan yang mengatur mengenai sanksi
administrasi berupa denda sebagaimana diatur Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal sehingga dapat
mempercepat dan meningkatkan kualitas pencatatan kelahiran, serta dapat
mengembangkan peran masyarakat dalam mendukung pembangunan
sistem pencatatan kelahiran.
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II.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal I

Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 114
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